
SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG
,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

3
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5
. Undang
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5
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9
. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan
..
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan.
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6244);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

35. Peraturan.
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor
2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2015 Nomor 8;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 10);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor
5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

2
. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah an
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Subang.

4
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5
. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah

dan Belanja Daerah.

6
. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah

dan Belanja Daerah.

7
. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

8
. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu

entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

9
. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang

menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas,
dan serta kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara
kas pada tanggal pelaporan.

10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai.
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Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pengelolaan
keuangan daerah secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 ini bertujuan untuk :

a. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020; dan

b
. Keterbandingan Laporan Keuangan Daerah terhadap Anggaran.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 4

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang
memuat:

a. Laporan realisasi anggaran;

b
. Laporan operasional;

c. Laporan perubahan ekuitas;

d
. Neraca;

e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
f

. Laporan arus kas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan
lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.
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Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan : Rp. 2.994.002.063.688,00

b
. Belanja : Rp. (2.906.510.780.836.00)

Surplus/Defisit Rp. 87.491.282.852,00

c. Pembiayaan

- Penerimaan : Rp. 18.613.200.617,00
- Pengeluaran : Rp. (17.205.776.700.00)

Surplus/Defisit Rp. 1.407.423.917,00

Pasal 6

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
adalah sebagai berikut:

1
. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 97.435.913.274,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 3.091.437.976.962,00

b
.
 Realisasi Rp. 2.994.002.063.688.00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 97.435.913.274,00

2
. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 461.334.620.043,00

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 3.367.845.400.879,00
b

. Realisasi Rp. 2.906.510.780.836.00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 461.334.620.043,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. (363.898.706.769,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp. (276.407.423.917,00)

b
. Realisasi Rp. 87.491.282.852.00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (363.898.706.769,00)
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4
. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp. 275.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan Pembiayaan.

1) Setelah perubahan Rp. 293.613.200.617,00

2) Realisasi Rp._18.613.200.617,00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 275.000.000.000,00

5
. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan.

1) Setelah perubahan Rp. 17.205.776.700,00

2) Realisasi Rp. 17.205.776.700.00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (0, 00)

6
. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp. 275.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pembiayaan neto.

1) Setelah perubahan Rp. 276.407.423.917,00

2) Realisasi Rp 1.407.423.917.00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 275.000.000.000,00

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d per 31 Desember
Tahun 2020, adalah sebagai berikut:
a. Jumlah aset Rp. 4.513.686.337.790,00

b
. Jumlah kewajiban Rp,

_

74.882.359.585.86

c
. Jumlah ekuitas dana Rp. 4.438.803.978.204

,
14

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f,
untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2020
adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per tanggal 1 Januari Tahun Rp. 10.207.450.917
,
00

2020

b
. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 345.394.811.045

,
00
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c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non- Rp. (266.703.528.193,00)
keuangan

d
. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 5.357.091,00

f
. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per Rp. 0,00

tanggal 31 Desember 2020

g. Koreksi Saldo Awal Rp. 0,00

h
. Saldo kas akhir per tanggal 31 Desember Rp. 88.904.090.860,00

2019

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf g, Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III

LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b
. Lampiran II

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas.

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Rincian laporan realisasi anggaran menurut
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan.

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan Negara.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
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c. Lampiran III Laporan Operasional.

d
. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Lampiran V Neraca.

f
. Lampiran VI Laporan Arus Kas.

g- Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan

h
. Lampiran VIII Daftar Rekaputulasi Piutang Daerah.

i
. Lampiran IX Daftar Rekaputulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih.

j- Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir.

k
. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Daerah.

1
. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah.

m
. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap.

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam pekeijaan.

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

P- Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah.

q- Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek.

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang.

s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya.

t
. Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri
dari:

a. Laporan kineija tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

b
. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Subang.

Ditctapkan di Subang
pada tanggal: 1 SEPTEMBER 2021

BUPAT1 SUBANG,

TTD

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal: i SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

TTD

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR:3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT : ( 3 / 129 /2021).

Salinan sesuai dengan aslinya

gfPAt-A bagian hukum,

Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003
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